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Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah 

kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian 

terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah kalau dia Telah surut, damaikanlah antara 

keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.  

(Q.S. Al-Hujarat ayat: 9) 
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ABSTRAK 

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini sangat pesat. 

Mengingat kegiatan perbankan syariah merupakan kegiataan bisnis yang mana 

semakin hari semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak menutup 

kemungkinan kegiatan bisnis tersebut terjadi sengketa antara pihak yang terlibat 

baik dari nasabah maupun pihak bank syariah. Berdasarkan putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) 

tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa penyelesaian 

sengketa perbankan syariah melalui upaya nonlitigasi dan juga putusan tersebut 

mengakhiri dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah antara 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum dan juga. Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 hanya menghapus penjelesan pasal 55 ayat 

(2) Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) dan tidak menghapus ketentuan 

pasal 55 ayat (2) UUPS, jadi ketentuan pasal 55 ayat (2) UUPS masih tetap 

berlaku, sehingga masih banyak pelaku perbankan syariah yang masih memilih 

Pengadilan Umum sebagai pilihan forum untuk penyelesaian sengketa, walaupun 

putusan MK No. 93/PUU-X/2012 sudah sangat jelas bahwa penyelesaian sengketa 

perbankan syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. 

Dengan adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012, apakah secara penuh 

mengembalikan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama dalam memeriksa, 

memutuskan dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, maka rumusan 

masalah dalam peneliti ini adalah pertama, bagaimana pilihan forum penyelesaian 

sengketa di BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) pasca MK No. 93/PUU-X/2012, 

kedua, faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan BPRS SPM dalam memilih 

forum penyelesaian sengketa, dan yang ketiga, politik hukum dalam penyelesaian 

sengketa perbankan syariah. 

Jenis penelitian ini dalam tesis ini adalah penelitian lapangan/empris 

dengan mengkaji dan meneliti salah satu BPRS di Kabupaten Pamekasan yaitu 

BPRS SPM. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan 

yuridis-empiris. Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dan 

dokumentasi, wawancara dilakukan dengan beberapa pegawai dan Direktur BPRS 

SPM. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni mendedkripsikan dan 

menganalisis pilihan forum penyelesaian sengketa di BPRS SPM 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pertama, 

bahwa BPRS SPM dalam penyelesaian sengketanya memilih Pengadilan Negeri 

Pamekasan, dan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, 

sehingga pilihan forum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, kedua setelah 

adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 hakim Pengadilan Agama tidak bisa 

menolak lagi perkara sengketa perbankan syariah, dan ketiga politik hukum pada 

penyelesaian sengketa perbankan syariah terjadi konflik norma, dikarenakan ada 

beberapa peraturan perundang-undang yang tumpang tindih atau terjadi ketidak 

sinkron antara peraruran yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan 

syariah. 

 

Kata Kunci: Sengketa Perbanakan Syariah, Choice Of Forum 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan tesis ini Berdasarkan Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI Nomor: 157/1987: 

A. Konsonan Tunggal. 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 

ِّ  
دة متعد   

ةد ِّع ِّ  

Ditulis 

Ditulis 

Muta’addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

damah ditulis atau h. 
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D. Vokal Pendek 

 

 

 

E. Vokal Panjang 

 

 

F. Vokal Rangkap 

 

 

G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 
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H. Kata Sandang Alif+ Lam 

 

a. Bila diikuti Hurup Qomariyah  

 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf l (el). 
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

ذوي 

 الفروض
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam menjalankan kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi, 

kegiatan ekonomi tersebut merupakan cara manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupannya terutama dalam hal-hal yang menyangkut masalah kebutuhan pokok 

(sandang, papan dan pangan). Kebutuhan pokok tersebut hanya dapat diperoleh 

dengan melakukan beberapa usaha, baik dengan cara induvidu atau bekerja sama 

dengan orang lain, maka dibutuhkan suatu ilmu dalam memenuhi kebutuhan hidup 

kita, agar dalam kegiatannya tidak terjadi permasalahan atau sengketa dengan orang 

lain. Yang dimaksud dengan ilmu dalam hal ini dalah ilmu ekonomi. 

Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari 

pertumbuhan dari sektor lembaga keuangan khusunya pada sektor perbankan, yang 

mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pihak ketiga) yang 

mempunyai kelebihan uang, kemudian menyalurkanya kepada masyarakat yang 

membutukannya. Bank konvensional dalam pelaksanaan fungsisebagai bank, banyak 

mendapatkan kritikan dari para ulama dan cendikiawan muslim karena dalam 

operasionalnya bank konvensional menggunakan hal-hal yang yang dalam pandangan 

Islam mengandung unsur riba, yaitu adanya hal penempatan imbalan dan penempatan 
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beban yang dikenal dengan istilah bunga, yang mana hal itu tidak bisa memberikan 

kesejahteraan bagi rakya Indonesia. 

Permasalah besar bagi para ulama dan cendikiawan muslim agar terlepas dari 

perbuatan riba, maka para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) mencoba untuk merumuskan perbankan yang terbebas dari unsur riba, dengan 

mengunakan prinsip syariahTahun 1990  para ulama menyelenggarakan lokakarya 

tentang “Bank dan Bunga Bank” di Cisarua Bogor, 19-23 Agustus 1990, hasilnya 

direkomendasikan kepada pemerintah, dan ditindaklanjuti dengan mengesahkan 

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,  dan mendirikan bank 

Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di 

Indonesia. 

Lahinya BMI merupakan langkah awal untuk menerapkan sistem ekonomi 

syariah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan rakyat yang 

lebih layak.Bank syariah yang dalam operasionalnya menerpkan prinsip syariah 

memberikan bukti dengan menjadi salah satu bank yang bertahan pada masa krisis 

moneter yang terjadi pada negara Indonesia pada tahun 1998.Ini menjadi salah satu 

bukti bahwa ekonomi syariah bisa memberikan jaminan sosial pada rakyat Indonesia. 

Peristiwa tersebut menjadikan bank syariah diakui di Indonesia dengan mengesahkan 

UU.No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU.No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 

Saat ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan 

yang sangat pesat, dengan berdirinya lembaga keuangan lainnya yang menerapkan 

prinsip syariah, seperti pasar modal syarih, pegadaian syariah, asuransi syariah, reksa 
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dana syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Lembaga tersebut menjadikan minat 

masyarakat di Indonesia yang mayoritas adalah muslim untuk beralih kepada 

lembaga keuangan syariah, dan perilaku tersebut memberikan nilai positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. 

Sehubungan dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah(bank atau non 

bank) di Indonesia, maka dibutuhkan suatu pedoman/acuan yang dijadikan rujukan 

dalam kegiatan operasional dan penyelesaian sengketa bila terjadi. Maka sehubungan 

dengan itu Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah naungan MUI yang dibentuk 

pada awal tahun 1999, sejak tanggal 1 April 2000 sampai dengan 25 Pebruari 2005 

telah menerbitkan 49 fatwa sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah (bank 

dan non bank) dalam menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah 

Mengingat kegiatan bisnis yang di lakukan oleh bank syariah sangat banyak 

dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia, dan setiap 

bank syariah memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga dapat memungkin 

terjadinya sengeketa antara pelaku bank dan pemakai jasa bank syariah sengketa 

bisnis syariah ini biasanya berawal dari ketidak puasan dari salah satu pihak yang 

melakukan transaksi, karena ada pihak yang tidak melaksanakan  atau tidak 

memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah di perjanjikannya atau terjadi 

wanprestasi, maka dari pihak lainnya akan menuntut ganti rugi. Wanprestasi tersebut 

dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi akan 

tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi akan tetapi 
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terlambat atau tidak tepat waktu yang dijanjikan atau melakukan perbuatan yang 

dilarang dalam perjanjian.
1
 Apabila sengketa ini dibiarkan saja akan berdampak 

negatif pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia berupa 

kurangnya kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan syariah 

Dengan semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia 

makakemungkinan akan terjadinya perselisihan antara bank dengan nasabahnyaakan 

semakin besar. Dalam penyelesaian perselisihan bisnis yang mungkinterjadi 

diperbankan syariah tidak ada altematif lain kecuali diselesaikanberdasarkan prosedur 

dan hukum materi yang sesuai dengan syariat Islam.Bila merujuk kepada UU No. 14 

tahun 1970, maka penyelesaian perkartidak bisa dilakukan di empat lingkungan 

peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan umum tidak mendasarkan penyelesaian 

perselisihan atau sengketa keperdataan menurut syariat Islam, peradilan agama pun 

tidak memiliki kompentensi absolut kecuali hanya dalam bidang perkawinan, waris 

wakaf, hibah, dan shadakah (menurut hukum Islam). Sedangkan peradilan Tata 

Usaha Negara dan Peradilan Militer yang merupakan peradilan khusus tidak juga 

menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam.
2
 Oleh karena itu alternatif yang 

paling memungkinkan adalah melalui sistem arbitrase atau hakam
3
 yang pada saat ini 

telah diatur dalam UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif 

                                                           
1
 Abdul Ghofur Anshori,  Penyelesai Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU 

No. 21 Tahu 2008, (Yogyakarta; Gadja Mada University Press, 2010), hlm. 35-36.  
2
 Hardjono Mardjono, "Penyelesaian Perselisihan Perdata Melalui Badan Arbitrase Islam" 

Dalam Buku Arbitrase Islam  di Indonesia, (Jakarta; BMI, 1994) hlm. 169. 
3
 Arbitrase menurut UU. No 30 tahun 1999 pasal 1 ayat (1) adalah cara penyelesaian suatu 

sengketa perdata di Iuar peradilan umum yang didasarkan pada petjanjian arbitrase yangdibuat secara 

tertulis oleh pihak yang bersengketa. 
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penyelesaian sengketa. Atas dasar pasal 56 ayat (2) UU ini, pihak-pihak yang 

bersengketa bisa menyelesaikan sengketanya berdasarkan hukum yang mereka 

sepakati, termasuk di mungkinkan juga memakai hukum Islam (syariat Islam). 

Sehubungan dengan itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 3 

tahun 2006 yang merupakan   perubahan dari Undang-Undang No.7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama (UUPA).  Dalam undang-undang ini, beberapa ketentuan 

dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 telah diadakan perubahan  dan salah satu 

ketentuan penting yang diubah adalah ketentuan pasal 49 yang menyangkut tugas dan 

kewenangan Peradilan Agama. 

Kewenangan baru tersebut ialah perluasan atau penambahan kewenangan 

Pengadilan Agamauntuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah diantara orang-orang yang beragama Islam.Perluasan kewenangan 

ini merupakan respon terhadapat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Oleh 

sebab itu para pelaku dan pemakai jasa lembaga keuangan syariah (bank atau non 

bank) membutuhkan payung hukum yang pasti apabila terjadi sengketa antara 

mereka, dan merupakan loncatan pada perkembangan hukum nasional. 

Penjelasan mengenai ekonomi syariah/syariahterdapat pada penjelasan pasal 

49 UUPA, yang menjelaskan maksud dari ekonomi syariah adalah perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi, bank 

syariah, lembaga keuangan makro syariah, asuransi syariah, reasunransi syariah, 

reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, 
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sekuritas syariah,  pembiayaan syariah, pagadaian syariah, dana pensiun lembaga 

keuangan syariah dan bisnis syariah.
4
 

Kewenangan Pengadilan Agama diperkuat dengan lahirnya Undang-undang 

No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 55 yaitu,  

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama. 

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan 

sesuai dengan isi Akad. 

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

bolehbertentangan dengan Prinsip Syariah
5
 

Penjelasan pasal 55 ayat (2) menyebutkan opsional (choice of forum)dalam 

penyelesaian sengketa perbankan syariahyang bisa dipilih oleh para pihak sesuai 

dengan isi akad yang telah disepakati, opsi tersebut di antaranya yakni, musyawarah, 

mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) atau 

lembaga arbitrase lain, melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Opsi 

tersebut dimanfaatkan oleh pihak bank syariah yang belum sepenuhnya percaya pada 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbanakan syariah, sehingga 

masih banyak bank syariah yang memilih pengadilan umum sebagai forum/lembaga 

dalam menyelesaikan sengeketa.  

Adanya opsi tersebut menyebabkan adanya dualisme kewenangan dalam 

penyelesaian sengketa perbanakan syariah antara Pengadilan Agamadan Pengadilan 

Umum.Dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah 

                                                           
4
Penjelasan pasal 49 Huruf i UU.No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. 

5
 Pasal 55Undang-undang No. 21 TaHun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
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akhirnya menjadi kewenangan secarapenuh oleh Pengadilan Agama setelah adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.93/PUU-X/2012 yang diketuk pada tanggal 

29 Agustus 2013, merupakan putusan yang menganulir penjelasan pasal 55 ayat (2) 

UU. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, yang awalnya memberikan opsi dalam 

penyelesaian sengketa, setelah putusan MK tersebut mengakhiri dualisme penangan 

perkara perbankan syariah menjadikan Pengadilan Agamasebagai pengadilan yang 

mempunyai kewenangan secara penuh. Dengan adanya putusan tersebut diharapkan 

bank syariah tidak lagi memilih Pengadilan Umum sebagai pilihan penyelesaian 

sengketa.  

Dengan dianulirnya penjelasan pasal 55 ayat 2 UU 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah maka pilihan forum dalam penyelesaian sengketa perbankan 

syariah yang awalnya dapat melalui musyawarah, media perbankan, arbitrase syariah 

nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya dan Peradilan Umum tidak belaku 

lagi. Dengan ada putusan MK tersebut, bagaimana cara pilihan forum dalam 

penyelesaian sengketa perbankan syariah.  

Walaupunperbanakan syariah dilaksanakan atas kemitraan dan kebersamaan 

dalam untung dan rugi (profit and lost sharing) serta amanah sedemikian rupa, tetap 

saja tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa dan perselisihan. Dengan 

adanya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, maka penyelesaian sengketa perbankan 

syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, akan tetapi masih banyak 

pelaku perbankan syariah yang masih memilih Pengadilan Negeri sebagai pilihan 

forum penyelesaian sengketa secara litigasi. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya pada perbankan syariah dalam 

tesis yang berjudul, PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA 

PERBANKAN SYARIAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

No.93/PUU-X/2012 (Studi Kasus di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat permasalahan- 

permasalahan yang dirumuskan dalam dua permasalah berikut: 

1. Bagaimana pilhan forum penyelesaian sengketa di PT. BPRS Sarana Prima 

Mandiri Pamekasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.93/PUU-

X/2012? 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan PT. BPRS Sarana Prima 

Mandiri Pamekasan dalam pilhan forum penyelesaian sengketa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui dan memahami tentang: 
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1. Pilihan forum dalam penyelesaian sengkata di PT. BPRS Sarana Prima 

Mandiri Pamekasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.93/PUU-

X/2012. 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam pilihan forum dalam 

menyelesaian sengkata di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis 

1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga 

dapatmenunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

2) Menambah pengetahuan tentang pilihan forum dalam penyelesain 

sengketa perbankan syariah. 

3) Menambah pengetahuan tentang kebijakan dalam pilihan forum 

penyelesaian sengketa perbankan syariah. 

2. Praktis 

1) Penelitian ini dapat dipergunakan perbankan syariah sebagai bahan dalam 

mengambil kebijakan dalam pilihan forum penyelesaian sengketa 

perbankan syariah. 



10 
 

2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti 

khususnya mengenai pilihan forum dalam pelaksanaan penyelesaian 

sengketa perbankan syariah. 

3) Dapat menjadi wawasan masyarakat tentang pilihan forum dalam 

penyelesaian sengketa perbankan syariah. 

4) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. 

 

E. Kajian Pustaka 

Pada tahap ini penyusun telah menyadari sudah demikian banyak penelitian 

yang dilakukan di luar sana terkait obyek penelitian ini yaitu tentang penyelesaian 

sengekta perbankan syariah. Dalam proses penelusuran referensi yang di lakukan 

setidaknya ada beberapa referensi yang dapat disandingkan pada kesempatan kali ini 

sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.  

Sugeng dalam tesisnya yang berjudul Kesiapan Para Hakim Pengadilan 

Agama, Khususnya Di Wilayah Hukum Eks.Karesidenan Banyumas Dalam 

Menghadapi Sengketa Ekonomi Syariah
 6

, objek penelitian adalah hakim yang berada 

di karisedenan banyumas dalam kesiapan menghadapi penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah. Perbedaan dengan apa yang peneliti teliti ialah objek penelitiannya 

adalah para pihak atau pelaku ekonomi syariah yaitu perbankan syariah dalam 

                                                           
6
 Sugeng,Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama, Khususnya Di Wilayah Hukum 

Eks.Karesidenan Banyumas Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syariah,(TesisProgram 

Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008). 
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menyelesaikan sengketa apabila itu terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah Seluruh 

(100%) Hakim Pengadilan Agama di wilayah Eks.Karesidenan Banyumas telah 

mengetahui dan memahami terhadap penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Niken Dyah Triana, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui badan 

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 

30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 7

, objek 

penelitiannya adalah cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan 

menggunakan cara melalui non litigasi (di luar pengadilan) dihubungkan dengan UU 

No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Hasil 

dari penelitian ini adalah Dalan eksekusi putusan dan pembatalan arbitrase syariah 

nasional melalui pengadilan umum, sesuai dengan SEMA No 8 tahun 

2010.sedangkan penelitian peneliti adalah bagaimana cara penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah setelah adanya putusan MK No.93/PUU-X/2012. 

Listyo Budi Santoso, Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan 

Sengketa Ekonomi Syari’ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) 
8
, 

penelitian ini bertujua untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agaman 

berdasarkan pada Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. 

Hasil dari penelitian ini adalah adapun teknik/prosedur penyelesaian perkara ekonomi 

                                                           
7
 Niken Dyah Triana,  Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase 

Syariahl .Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Tesis Program Pascasrjana Kenotariatan Universitas 

Indonesia,  2011). 
8
 Listyo Budi Santoso, Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Ekonomi Syariahlm. (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), (Tesis Program Studi 

Magister Kenotariatan Universitas  Semarang, 2009). 
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syariah tersebut di lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara 

yang yaitu: diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, 

maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. 

Hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah 

antara lain keadaan kesiapan sumber daya manusia para hakim masih kurang 

memadai, seringnya mutasi hakim, koleksi perpustakaan di Pengadilan Agama secara 

kualitas maupun kwantitas belum memadai, hukum materiil maupun formil yang 

mengatur kegiatan ekonomi syari’ahbelum lengkap, cara-cara untuk mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut diatas para hakim mengikuti pelatihan-pelatihan 

ekonomi syariah hakim senatiasa mencari, menggali dan mengembangkan hukum 

khususnya mengenai hukum ekonomi syariah anggota majelis hakim yang dimutasi 

agar segera untuk diganti. perbedaannya adalah peneletiannya di lakukan pada tahun 

2009, yang mana dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan pasal 

55 ayat 2 memberikan beberapa opsi cara penyelesaian sengketa, salah satunya 

dengan melalui pengadilan negeri, sehingga kewenagan Pengadilan Agama dalam 

menyelsaikan sengketa ekonomi tidak lagi menjadi kompetensi yang absolut. Pada 

tahun 2012 penjelasan UU tersebut di ajukan ke MK, dan diputusan pada tahun  2013 

bahwa opsi penyelesaian sengekta perbankan syariah di hapus dan menjadi  

kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang akan peneliti 

teliti adalah bagaimana cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah adanya 

putusan MK No.93/PUU-X/2012. 
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Ratna Sofiana, Implikasi Tugas Dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah 

Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mk 

No.93/Puu-X/2012 Tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah 
9
, penelitian tersebut meneliti kewenangan Basyarnas 

dalam penyelesaian sengketa, setelah adanaya putusan MK .No.93/PUU-X/2012. 

Hasil dari penelitian ini adalah Implikasi tugas dan kewenangan Badan Arbitrase 

syariah nasional (Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca 

putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang pengujian konstitusional UU No. 21 tahun 

2008 tentang perbankan syariah masih mengambang, mengingat belum adanya revisi 

undang-undang perbankan syariah atau peraturan pemerintah pengganti undang-

undang (PERPU) untuk memperkuat tugas dan kewenangan Basyarnas dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah untuk 

menegaskan legitimasi Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

Sedangakan penelitian peneliti di fokuskan pada pilihan forum dalam penyelesaian 

sengketa perbankan syariah setelah adanya putusan MK.No.93/PUU-X/2012. 

Fathor Razi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan 

Pengadilan Agama
10

, onjek penelitian ini adalah pada kasus yang sudah diputus oleh 

hakim dan dasar pertimbahan hukum dalam mengambil putusan. Hasil dari penelitian 

                                                           
9
 Ratna Sofiana, Implikasi Tugas Dan Kewenangan Badan Arbitrase SyariaHLM. Nasional 

Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 Tentang 

Pengujian Konstitusional UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Tesis yang tidak 

diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
10

 Fathor Razi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Pengadilan Agama, 

Tesis yang diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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ini adalah bahwa dasar pertimbangan (ratio decidendi) hakim Agama Bantul terhadap 

terhadap ketiga kasus sengketa ekonomi syariah No. 0318/Pdt.G/2011/PA.Btl, No. 

700/Pdt.G/2011/PA.Btl, dan No. 700/Pdt.G/2011/PA.Btl,  telah berjalan dengan 

hukum ekonomi syariah, dimana hakim mengacu kepada Al-qur’an, produk fatwa 

DSN-MUI, kitab Al-Bajuri, Kaidah fiqh yang dirujuk dari karya Ahmad bin 

Muhammad al-Aarqa, yang berjudul Sharh al-Qawa’id al-FiqhiyyahSelain juga 

mengacu kepada aturan hukum positif, SOP KHKS. Dasar pertimbangan hakim 

masih terdapat kekurangan, ini dikarenakan minimnya sumber hukum materiil yang 

belum sepenuhnya diatur secara rigid dan komprehensif mengenai sengketa ekonomi 

syraiah Lembaga Peradilan Agama. Perbadaan dengan penelitian peneliti dengan 

penelitian terdahulu ialah pada penelitian terdahulu pokok permasalahnya tentang 

bagaimana carahakim menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan sumber hukum 

yang di gunakan dalan memutuskan sengketa ekonomi syariah, sedangkan pada 

penelitian peneliti di fokus bagaimana pilihan forum penyelesai sengketa perbankan 

syariah pasca putusan MK.No.93/PUU-X/2012. 

 

 

F. Kerangka Teori 

1. Sengkata Perbankan Syariah 

Sengketa merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, 

sengketa merupakan permasalahan atau perselisihan yang sering terjadi karena 

adanya interaksi antara sesaama manusia. Sengketa sering terjadi karena disebabkan 
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oleh perbedaan dalam penafsiran maupun dalam pelaksanan isi perjanjian.
11

 Sengketa 

juga dapat disebabkan karena adanya penipuan dan ingkar janji, dalam permasalahn 

ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila, (1) pihak-pihak atau karena salah satu 

pihak tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan/disepakati untuk dilakukan, (2) 

pihak-pihak atau karena salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah 

dijanjikan/disepakati, tetapi  dalam pelaksanaannya tidak sama persis sebagaimana 

yang dijanjikan, (3) pihak-pihak atau karena salah satu pihak melakukan apa yang 

telah disepakati/dijanjikan, tetapi terlambat dalam menunaikan janjinya, (4) pihak-

pihak atau karena salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 

boleh dilakukan.
12

 

Sedangakan dalam Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 

8/5/PBI/2006, Pasal 1 Angka 4 ditegaskan: Sengketa adalah permasalahan yang 

diajukan oleh nasabahatau perwakilan nasabah kepada penyelenggara 

mediasiperbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan 

Nasabah
13

 

Dalam PBI sengketa diartikan sebagai permasalahan, dan permasalahan itu 

harus diselesaikan atau diurus agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar, 

permasalah/masalah biasanya terjadi karena ada perselihan atau karena 

                                                           
11

 H.Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta; Gadja Mada 

University Press, 2010), hlm. 205. 
12

 Hasbi Hasan, Pemeikiran dan Perkembangan…, hlm. 123. 
13

Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah. ( UII Press, Yogyakarta, 2007), 

hlm. 345. 
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perbedaan.Dalam hal ini juga di terapkan atau dipakai oleh UU. No 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 ayat (1) yang 

menyebutkan, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan para pihak 

melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan 

mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. 

Juhaya S. Pradja menyatkan bahwa persengketaan dalm kontek ekonomi, 

biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhnya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul 

ketidak puasan di antara para pihak, yang berujung pada persengketaan.
14

 

Dari pengertian mengenai sengketa, dapat disimpulkan bahwa sengekta adalah 

perselisihan, permasalah atau perbedaan yang biasa disebabkan karena adanya 

perbedaan penafsiran maupun dalam pelaksanaan dan atau disebabkan karena adanya 

ingkar janji/ dari pihak-pihak atau salah satu pihak, dan juga di katakan terjadinya 

sengeketa karena tidak terpenuhnya hak dan kewajiban hingga memunculkan ketidak 

puasan para pihak. Maka dari itu sengketa ekonomi syariah dapat diartikan terjadinya 

perselisihan, permasalah atau perbedaan yang biasa disebabkan karena adanya 

perbedaan penafsiran maupun dalam pelaksanaan dan atau disebabkan karena adanya 

ingkar janji/ dari pihak-pihak atau salah satu pihak, dan juga di katakan terjadinya 

sengeketa karena tidak terpenuhnya hak dan kewajiban oleh pihak-pihak atau salah 

satu pihak dalam ruang lingkup ekonomi syariah 

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah 

a. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam 
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Dalam hukum Islammemberikan beberapa cara untuk menyelesaian sengketa 

ekonomi syariah, jika dilihat dari pihak yang terlibat, maka penyelesaian sengketa 

dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, pertama, besifat satu pihak saja, dalam 

bentuk memaafkan dan mendiamkan, kedua, melibatkan kedua pihak, yang biasanya 

dilakukan dengan musyawarah, ketiga, melibatkan pihak ketiga, yang mana pihak 

ketiga bertindak sebagai perantara untuk mendamaikan, dan adapat juga melalui 

peradilan formal.
15

 Dalam tradisi Islam,terdapat tiga cara atau bentuk mekanisme 

penyelesaian sengketa yang pernah terjadi, yaitu dengan cara sulh(perdamaian), 

tahkim (arbitrase), dan proses ligitasi yang disebut dengan wilayahal-qada’ 

(kekuasaan kehakiman)
16

 

1) Sulh (Perdamaian) 

Secara bahasa sulh berati meredam pertikaian, sedangkan secara istilah 

sulh ialah suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri 

perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.
17

 

Allah Swt sangat mencintai kedamaian. Maka dari itu kita sebagai hambanya 

harus menjaga perdamaian antar umat Islam mauapun non-muslim. Ikhtiyar 

untuk menyelsaikan sengketa dengan melakukan perdamaian merupakan salah 
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satu esensi dari ajaran Islam.
18

 Allah Swt sendiri sudah memberikan penjelasan 

dalam firman-Nya, surat Al-Hujarat ayat 9: 

Surat Al-Hujarat ayat 9 

                    

                             

               

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 

perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 

perangi sampai surut kembali pada perintah Allah kalau dia Telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku 

adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-

Hujarat ayat 9) 

Dengan merujuk pada ayat diatas, Islam mengajarkan bahwa berdamai 

adalah jalan yang terbaik bagi mereka yang berselisih/bersengketa. Perdamaian 

bisa dilakukan dengan cara bermusyarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang 

bersengketa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan 

perselisihan/sengketa. 

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan 

menjadi pedoman bagi pemeluk-pemeluknya, dalam menghadapi hal sengketa 

muamalah yang terjadi menegaskan akan lebih baik/utama jika diselesaikan 

melalui cara-cara damai (tasuluh). Maka dari itu para pihak disarankan untuk 

melakukan upaya musyawarah untuk mufakat ketika terjadi sengketa. Dengan 
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perdamaian diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang sudah terjalin 

dengan baik bisa bertahan, dan bisa menghemat waktu dan biaya, daripada 

diselesaikan dengan cara litigasi.
19

 

2) Tahkim (Mediasi/Arbitrase) 

Dalam perspektif Islama rbitrase dapat dipadankan dengan istilah tahkim. 

Tahkim sendri berasal dari kata hakkam. Secara etimologi, tahkim berarti 

menjadikan seseorang untuk menjadi pencegah suatu sengketa.
20

 Secara istilah, 

tahkim adalah pengangkatan juru tengah atau wasit oleh kedua belah pihak 

yang bersengketa, dengan tujuan mendamaikan permasalahan/persengketaan 

yang terjadi diantara kedua belah pihak yang mengangkatnya. Dari pengertian 

ini, kata tahkim dapat dipadankan dengan kata arbitrase, karena pengertian 

tahkim hampir sama dengan pengertian arbitrase.
21

 

Para ulama mengembangkan konsep tahkim berdasarkan pada surat An-

Nisa’ ayat 128 sebagai landasan hukumnya. Dari situlah kemudian tahkim 

ditetapkan sebagai salah satu lembaga/institusi yang berfungsi untuk 

menyelesaikan suatu sengketa dalam tradisi Islam.
22

 Landasan hukumya yaitu: 

Surat An-Nisa’ 128. 
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Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuzatau sikap tidak acuh dari 

suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang 

sebenar-benarnyadan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 

manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu 

secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. 

An-Nisa’ 128) 

 

Menurut Abu al-Ainin Abdul Fatah Muhammad, sebagaimana dikutip 

oleh Abdul Manan
23

, pengertian tahkim menurut istilah fiqih adalah 

bersadarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang diridahi 

keputusannya untuk menyelesaikan pertukaian para piha yang bersengketa. 

Sedangkan menurut kelompok madzhab Hanafiyah mengertikan tahkim adalah 

memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan 

hukum antara manusia dengan hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar 

dari yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan menurut kelompok 

madzhab Syafi’iyyah tahkim adalah memisahkan pertikaian antara pihak yang 

bertikai atau lebih dengan hukum Allah Swt, atau menyatakan hukum syara’ 

terhadap suatu peristiwa yang wajib melakasanakannya.
24

 

3) WilayahAl-Qada’ (Kekuasaan Kehakiman) 
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Didalam Islam ada tida model kekuasan kehakiman, yaitu kekuasan al-

qadha’ (kekuasan pengadilan biasa), kekuasan al-hisbah, dan kekuasaan al-

madzalim.Dari ketiga model tersebut, masing-masing mempunyai wewenang 

tersendiri.
25

 

Al-qadha’ berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

berkenaan dengan keperdataan termasuk masalah keluarga, dan masalah pidana. 

Sedangkan lembaga al-hisbah mempunyai wewenang untuk menyelasaikan 

masalah yang berkenaan dengan masalah-masalah ringan yang dalam 

penyelesaian tidak perlu dilakukan atau diproses di peradilan, seperti 

pengurangan dalam timbangan yang terjadi sengketa jual-beli. Dan yang 

terakhir ialah lembaga al-madzalim yang berwenang untuk membela hak-hak 

rakyat yang teraniaya akibat sikap yang semena-mena penguasa negara, juga 

masalah suap-menyuap dan korupsi.
26

 

 

 

b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia 

Implementasi ekonomi syariah di Indonesia dapat dilihat dari 

perkembangan lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah maupun 

lembaga-lembaga keuangan syariah non bank. Dalam kegiatan tersebut tidak 
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menutup kemungkinan terjadi suatu permasalahan atau konflik yang menyebabkan 

terjadinya suatu sengketa di antara para pihak yang melakukan kegiantan tersebut. 

Adanya sengketa pasti disebabkan karena adanya perselisihan atau 

pemasalahan di antara para pihak.Setiap terjadinya sengketa menuntut para pihak 

untuk memecahkan dan penyelesaikan sengketa tersebut dengan tepat. Agar 

hubungan para pihak yang bersengketa tetap terjaga, maka para pihak harus 

menyikapin bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut dengan kesepakatan 

bersama. 

Secara konvensional penyelesaian sengketa ekonomi dapat di bedakan 

menjadi dua yaitu, cara penyelesaian sengketa atas pilihan hukum (choice of law) 

dan pilihan forum/lembaga penyelesai sengketa (choice of forum). Pada dasarnya 

mekanisme penyelesaian sengketa dapat juga dibedakan tiga macam, yaitu: 

1) Adjudikatis 

Dalam mekanisme ini para pihak yang bersengketa melibatkan pihak 

ketiga yang berwenang untuk mengambil keputusan untuk 

menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak. Dalam hal pihak 

ketiga dapat dibedakan menjadi dua yaitu publik dan privat. Pihak 

ketiga publik dilakukan memalui institusi lembaga pengadilan (litigasi) 

dan bersifat tidak suka rela, sedangkan pihak ketiga privat dilakukan 

melalui arbitrase dan bersifat suka rela. 

2) Konsensus 
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Mekanisme penyelesaian sengketa secara koorpertif atau kompromi 

yang bertujuan untuk menghasilkan solusi yang bersifat win-win 

solution. Apabila ada kehadiran pihak ketiga, ia tidak memiliki 

kewenangan untuk mengambil keputusan. 

3) Quasi Adjudikatif 

Mekanisme kombinasi antara unsur adjudikatif dan konsensus, dapat 

juga disebut dengan adjudikatif semu atau penyelesaian hibrida.
27

 

Selain perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa di atas, penyelesaian 

sengketa dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur 

nonlitigasi. 

1) Jalur Litigasi 

Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui 

jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum, melalui 

aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuian dengan 

aturan perundang-undangan, 

2) Jalur Nonlitigasi 

Jalur nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, cara penyelesaian sengketanya dalam jalur ini dengan 

beberapa bentuk, diantaranya musyawarah, perdamaian, kekeluargaan 
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atau dengan tradisi adat, dan belakangan ini berkembang lembaga 

alternatif penyelesaian sengketa untuk penyelesaian sengketa.
28

 

Penjelasan mekanisme penyelesaian sengketa di atas juga diterapkan pada  

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang 

menggunakan jalur litigasi, institusi yang berwenang adalahPengadilan Agama, ini 

sesuai dengan amanah UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.Sedangkan 

mekanisme dengan jalur nonlitigasi, bisa melalui musyawarah, perdamaian atau dapat 

juga melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa diantaranya adalahBasyarnas 

(badan arbitrase syariah nasional). 

c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

Perbankan syariah merupakan implementasi dari ekonomi syariah, apabila 

terjadi sengketa dengan nasabah atau dengan badan hukum lainnya, maka dalam cara 

penyelesaiannya dapat dilakukan dengan beberapa cara dan atau beberapa jalur. 

Berdasarkan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 

penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan dengan melalui: 

1) Pengadilan Agama (litigasi),  

2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dilakukan sesuai 

dengan akad yang telah disepakati (nonlitigasi), selama tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah
29
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Adapun sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan 

perkara di Peradilan Agama adalah peraturan dan perundang-undang, fatwa-fatwa 

DSN-MUI, fiqih dan ushul fiqih, adab kebiasaan, yurisprudensi.
30

 

Bedasarkan dari penjelesan diatas mengenai lembaga alternatif penyelesaian 

sengketa pada perbankan syariah, lembaga-lembaga yang dapat di pakai oleh para 

pihak diantaranya adalah: 

1) Lembaga Pengaduan Nasabah 

2) Mediasi Perbankan (Bank Indonesia) 

3) Badan Arbitrase Syariah Nasional.
31

 

d. Faktor-Faktor Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa harus menjadi pilihan utama dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Jalur nonlitigasi merupakan pilihan 

penyelesaian sengketa yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, 

ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa, faktor-faktor tersebut ialah
32

: 

1) Faktor Ekonomis 

Faktor ekonomis menjadi faktor utama dalam penyelesaian sengketa 

bisnis di luar pengadilan, dikarenakan biayanya relatif lebih murah 

daripada dilakukan di pengadilan dan waktunya lebih cepat. Faktor 
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ekonomis harus diperhitungkan, agar tidak membebani secara finansial 

bagi para pihak yang yang mencari keadilan. 

2) Faktor Budaya Hukum 

Menurut Satjipto Raharjo yang juga dikutib oleh Bambang Sutiyoso, 

mengatakan bahwa unsur budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-

sikap anggota masyarkat yang berhubungan dengan hukum. Budaya 

hukum masyarakat merupakan faktor yang memperngaruhi pentingnya 

penyelesaian bisnis di luar pengadilan. Budaya menekankan kepada 

efisiensi dan efektifitas sama kuatnya mendukung penyelesaian 

sengketa bisnis tanpa melalui pengadilan. 

3) Faktor Luasnya Ruang Lingkup Permasalahan Yang Dapat Di Bahas 

Proses penyelesaian sengekta bisnis di atur sendiri oleh para pihak 

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih, 

sehingga jalur nonlitigasi memiliki kemampuan untuk membahas 

ruang lingkup atau agenda permasalahan secara luas dan 

komprehensif. 

4) Faktor Pembinaan Hubungan Baik Para Pihak 

Alternatif penyelesaian sengketa bisnis menekankan cara-cara 

penyelesaian yang kooperatif. Hal ini sangat cocok bagi mereka yang 

mengharapkan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia, 

yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. 

5) Faktor Proses 
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Prose pada alternatif penyelesaian sengketa bisnis lebih fleksibel jika 

dibandikan dengan beracara di pengadilan, dan memiliki kemampuan 

untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan 

kebutuhan para pihak (pareto optimal atau win-win solution).  

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini didesain menjadi penelitian eksploratoris karena tujuan peneliti 

adalah untuk memberikan wawasan/ insight dan pemahaman mengenai mekanisme 

penyelesaian sengketa perbankan syariah dan kebijakan perbankan syariah 

dalammenyelesaikan sengketa. Adapun penjelasan mengenai desain penelitian ini 

terdiri dari jenis, pendekatan,lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode pengelolahan data. 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti ambil, maka 

penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan/empiris. Dikatakan demikian, 

karena penelitian ini beroriantasi pada pengmpulan data empiris di lapangan, yaitu 

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri. Penelitian empiris atau yang biasa disebut 

penelitian lapangan adalah penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan 

data dari informasi yang telah ditentukan.
33

. 

2. Pendekatan Penelitian 
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Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada 

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
34

 Metode pendekatan 

yuridis empiris ialah metode penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data 

primer.  

Menurut Miller, penelitian kualitatif metode yang melibatkan pengukuran 

tingkat suatu ciri tertentu, untuk menemukan suatu dalam pengamatan, pengamatan 

harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu.
35

 Penelitian yang bersifat 

kualitatif merupakan suatu yang memerlukan proses yang berasal dari hasil 

wawancara, obeservasi atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut kemudian 

dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukan dalam kategori yang sesuai. Pendekatan 

kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskripstif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
36

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah BPRS Sarana Prima 

Mandiri. BPRS Sarana Prima Mandiri lokasi nya ada di Kabupaten Pamekasan 

Madura. 

4. Sumber Data 
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Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.
37

 Secara 

umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara 

langsung dari BPRS Sarana Prima Mandiri (mengenai perilaku: data empiris) dan 

data dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari lapangan dinamakan data 

primer, sedangkan data yang bersumber dari kepustakaan disebut dengan data 

sekunder.
38

 Sedangkan data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis 

tertentu.
39

 Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berkut: 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data-data yang yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama.
40

 Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan 

pegawai dan DirekturBPRS Sarana Pamekasan Mandiri. 

 

 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, 

ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan 

peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, 
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misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran, dan 

sebagainya.
41

 

Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

yang dapat di bagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. 

c. Data Tersier  

Sumber data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang 

member petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, 

diantaranya kamus-kamus dan ensiklopedi.
42

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ada dua 

macam cara, yaitu: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.
43

 Dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai 

pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah. Wawancara 

dilakukan dengan beberapa pegawai dan Direktur BPRS Sarana Pamekasan 

Mandiri. 

b. Dokumentasi 
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Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan 

sebagainya,
44

 yang ada hubungannya dengan tema penelitian.Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

 

6. Metode Pengelolahan Data 

Setelah semua bahan tersebut terkumpul, peneliti mengolah bahan tersebut 

dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.
45

 Pengelolahan data yang mana 

proses pengelolahan data ini dimulai dengan kegiatan, sebagai berikut: 

a. Editing 

Editing merupakan pengecekan atau pengeroksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data yang 

terkumpul itu tidak logis atau meragukan. Tujuan editing adalah untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan 
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dan bersifat koreksi. Apakah catatan tersebut sudah cukup baik, dan dapat segera 

dipersiapakan untuk proses selanjutnya atau tidak
46

. 

b. Classifying 

Dalam metode klasifikasi ini peneliti membaca kembali seluruh data baik 

dari hasil wawancara, observasi, dan lain-lain, kemudian ditelaah secara mendalam 

dan diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan.
47

 Pada tahap ini peneliti 

mengklasifikasikan data-data yang telah diedit dan memlih data yang sekiranya 

dibutuhkan dalam penelitian. 

c. Verifying 

Yaitu memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang 

diperoleh dari lapangan, agar validitasnya dapat diketahui maka harus di teliti 

ulang terlebih dahulu., untuk mengecek keabsahan data yang sudah diperoleh
48

 

d. Analyzing 

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisa data, agar data mentah yang diperoleh dapat lebih 

dipahami. Dengan demikian maka dalam penelitian ini data yang diperoleh dari 

lapangan baik yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan lain-lain 
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digambarkan atau disajikan dalam bentuk kalimat proses penyederhanaan kata 

kedalam bentuk yang mudah dibaca dan difahami.
49

. 

e. Concluding 

Concluding merupakan penarikan hasil atau kesimpulan dari suatu proses 

penelitian.
50

Concluding merupakan puncak dari sebuah penelitian, penelitian 

memperoleh jawaban dari permasalahan yang disampaikan dalam rumusan 

masalah. Hasil yang ingin diperoleh peneliti dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

H. Sisitematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri atas uraian 

mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan 

dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri atas: 

BAB I :PENDAHULUAN  

Bab ini memaparkan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi serta 

urgensi dilakukannya penelitian.Disamping itu juga memuat rumusan 

masalah dimana terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian dirumuskan 

kedalam tujuan. Dan manfaat penelitian ada pada bab ini juga, dimana kita 
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bisa mengetahui manfaat apa yang diperoleh dari penelitian ini, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA  

PERBANKAN SYARIAH  

Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan kajian pustaka yang 

mendasari dan mengantar penulis untuk menganalisis. Karangka teori 

tentang penelitian terdahulu, sedangkan kajian pustaka tentang teori 

sengketa, teori ekonomi syariah dan penyelesaian ekonomi syariah 

BAB III : HASIL LAPORAN PENELITIAN 

Bab ini merupakan hasil laporan penelitiah yang terdiri dari gambaran umum 

tentang PT.BPRS Sarana Prima Mandiri yang di mulai dari sejarah 

berdirinya, visi, misi dan tujuannya, struktur organisasi, dan produk-

produknya. Selanjutnya membahas tentang Mekanisme Pembiayaan dan 

Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa di PT. BPRS. Sarana Prima 

Mandiri. 

BAB IV: PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DI BPRS 

SARANA PRIMA MANDIRI 

Bab ini terdiri dari analisis data serta berisi pembahasan terhadap pilihan 

forum dalam penyelesaian sengketa di BPRS Sarana Prima Mandiri dan 

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pilihan forum penyelesaian 

sengketa dan politik hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. 
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Serta hasil dari penelitian dengan menjawab dari rumusan malasah, dan 

menganalisi data yang diperoleh. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini adalah sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah 

penelitian yang memuat kesimpulan dan saran.Kesimpulan merupakan 

jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, bukan 

mengulang kembali penjelasan-penjelasan yang sudah diungkapkan pada 

analisis. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran terhadap hasil 

pemaparan dan analisis data yang peneliti peroleh, serta harapan peneliti 

terhadap semua pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnyan 

mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa lembaga perbankan syariah pasca 

putusan Mk No.93/PUU-X/2012 tentang pengujian konstitusional UU 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pilihan forum yang dipiliha oleh BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) 

Pamekasan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam 

meneyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Negeri Pamekasan. Sebelum 

perselisihan/sengeketa dibawa ke ranah hukum yaitu ke Pengadilan Agama, 

BPRS SPM melakukan penyelesaian sengketanya dengan cara kekeluargaan, 

dengan cara bermusyawarah dengan pihak nasabah yang melakukan 

wanpretasi. Cara kekeluargaan ini ditempuh dengan tujuan agar 

perselisihan/sengeketa tidak menjadi permusahan, karena apabila perselisihan 

tersebut diselesaikan dengan jalur hukum, ditakutkan akan menjadi 

permusuhan. Akan tetapi apabila dengan jalur kekeluargan (musyawarah) 

tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka dengan berat hati BPRS SPM 

akan menempuh jalur hukum yaitu, dengan mengajukan tuntutan wanprestasi 

ke Pengadilan Agama. Penagdilan Negeri menjadi pilihan forum BPRS SPM 



128 
 

 

dalam menyelesaikan sengketa sejak BPRS SPM berdiri yaitu pada tahun 

2008 dan tetap menjadi pilihan forum penyelsaian sengketa sampai saat ini. 

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan BPRS SPM dalam memilih forum 

penyelesaian sengeka adalah pertama, sumber daya manusia (hakim) di 

Pengadilan Agama Pamekasan tidak siap untuk menyelesaikan sengketa 

perbankan syariah. Dan kedua, apabila memilih Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (Basyarnas) sebagai forum penyelesaian sengketa jaraknya terlalu 

jauh, karena Basyarnas pada waktu itu hanya ada di Jakarta, sehingga akan 

memelurkan biaya yang cukup mahal dan waktu yang cukup lama. Alasan 

tersebut menjadi pertimbangan BPRS SPM dalam memilih forum 

menyelesaikan sengketa.   

A. Saran 

1. Melihat dari hasil penelitian bahwa masih ada lembaga perbankan syariah 

dalam menyelesaikan sengketanya memilih Pengadilan Umum sebagai 

lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaiakan sengketa, walaupun sudah jelas 

bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut 

Pengadilan Agama. Dari sebab itu diharapkan kepada pihak yang mempunyai 

wewenang dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah, untuk 

mengadakan sosialisasi seperti seminar dan pelatihan kepada pelaku 

perbankan syariah agar dalam memilih forum penyelesaian sengketa khusus 

pada jalur litigasi (pengadilan) tidak salah memilih. Karena apabila salah 

memilih akan menimbulkan ketidak pastian hukum. 
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2. Dengan adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan 

Agama dan putusan MK No. 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa 

perbankan syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh 

sebab itu hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara perbankan 

syariah dengan alasan apapun. Diharapakan kepada hakim Pengadilan Agama 

untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sengketa ekonomi 

syariah melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis secara 

berkala, atau bahkan melakukan kerjasama dengan luar negeri terkait 

perbankan syariah khususnya dalam penyelesaian sengketa . 
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AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua

merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad



Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan

Anwar Usman, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal

dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua

ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 09.41 WIB, oleh delapan Hakim

Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota,

Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman,

Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya dan Pemerintah atau yang

mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim

Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (concurring

opinion) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat

berbeda (dissenting opinion);
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Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, 

Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing 

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera 

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya dan Pemerintah atau yang 

mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 

Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim 

Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (concurring 

opinion) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat 

berbeda (dissenting opinion); 
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Maria Farida Indrati 

 

 ttd. 

 

Arief Hidayat 
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Patrialis Akbar 
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